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Abstrak 
Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya posisi wakaf sebagai institusi hukum Islam 
yang cukup prospektif untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat muslim di 
Indonesia. Kajian ini menyorot upaya-upaya pembaruan hukum wakaf di Indonesia 
sebagai respon terhadap perkembangan zaman. Upaya-upaya tersebut meliputi pengaturan 
yang bersifat administratif berupa pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf maupun 
pengembangan objek wakaf berupa wakaf uang dan surat-surat berharga lainnya serta 
pengembangan dalam pengelolaan asset wakaf. Pengembangan-pengembangan tersebut 
secara metodologis didasarkan pada asas kemanfaatan, dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan sebagai tujuan pokok hukum Islam.  
Kata Kunci: Institusi Wakaf, Pengembangan Hukum, Kemaslahatan. 
 
Abstract 
This study is motivated the importance of the position of the waqf as a part of Islamic Law institution 
that is prospective to solve social problems of the Indonesia’s Moslem community. This paper focuses 
on waqf law reform in Indonesia to respond the contemporary developments, covering administrative 
arrangements such as waqf registration, certification of waqf land and the development of waqf 
objects such as waqf of money and other valuable papers and expansion in the management of waqf 
assets. In methodology, the developments based on the fundamental usefulness to establish norms of 
Islamic Law as the principal purpose. 
Keywords:  Waqf Institution, Law Reform, Benefit. 
 
 
A. Pendahuluan 
Wakaf sebagai ajaran Islam yang berdimensi ibadah sekaligus sosial sebenarnya 
sudah tidak asing bagi masyarakat muslim, termasuk di Indonesia. Namun selama ini, 
wakaf sebagai ibadah maliyah ternyata belum menjadi institusi yang banyak 
dipraktikkan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Padahal, pahala jariyah yang 
dijanjikan di balik pengamalan wakaf seharusnya menjadi motivasi tersendiri untuk 
menyuburkan aktivitas wakaf di masyarakat. Di samping itu, dimensi sosial wakaf 
tampak sangat relevan dalam mengurai masalah-masalah sosial umat Islam dewasa ini 
seperti kemiskinan, kesehatan dan pendidikan serta masalah-masalah lainnya yang 
berkaitan erat dengan bidang ekonomi.  Melalui kedua dimensi tersebut, ibadah dan 
sosial, wakaf memiliki posisi yang strategis dalam ajaran Islam dan menjadi penting  
untuk terus dikembangkan. 
                                                 
1 Dosen Peradilan di Indonesia Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari. 
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Belum optimalnya pelaksanaan wakaf selama ini di kalangan masyarakat 
muslim, boleh jadi dipengaruhi oleh berbagai sebab. Pertama, posisi wakaf yang hanya 
merupakan ibadah sunnah sehingga motivasi pelaksanaannya tidak begitu kuat. 
Alasan ini sebenarnya cukup logis karena jangankan ibadah sunnah semisal wakaf, 
zakat saja sebagai ibadah wajib belum bisa dioptimalkan pelaksanaannya sampai saat 
ini. Kedua, belum jelasnya pendayagunaan harta wakaf bagi masyarakat selama ini, 
sehingga boleh jadi bagi sebagian masyarakat masih meragukan arah dan sasaran dari 
harta yang diwakafkan. Hal ini terkait erat dengan pengelolaan wakaf yang belum 
optimal.2Ketiga, masih terbatasnya pemahaman tentang ibadah wakaf tersebut. 
Bahwasanya sebagian  besar umat Islam memahami wakaf dalam bentuk tradisional, 
yakni terbatas pada aset-aset tertentu (benda tidak bergerak) seperti tanah atau 
bangunan sehingga otomatis membatasi pula peluang bagi masyarakat untuk 
berwakaf. Dalam pikiran masyarakat umumnya, wakaf hanya berlaku bagi kalangan 
yang memiliki kelebihan harta benda berupa tanah atau bangunan.  
Berangkat dari latar belakang di atas, tulisan ini akan mengetengahkan langkah-
langkah pengembangan dalam hukum perwakafan di Indonesia, khususnya yang telah 
diadopsi dalam bentuk peraturan-peraturan formal atau perundang-undangan yang 
intinya sebagai hasil pengembangan terhadap fikih perwakafan. Pembahasan ini 
diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan kajian bersama sekaligus motivasi 
dalam mendorong pengamalan wakaf yang lebih luas lagi di masyarakat.  
B. Syariat Wakaf dalam Islam  
Institusi wakaf telah diperkenalkan dalam Islam sejak zaman Rasulullah saw. 
Meskipun selama ini awal pensyariatan wakaf yang masyhur adalah mengenai 
tindakan Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar, namun ada juga  
                                                 
2Dibandingkan dengan negara maupun negeri muslim lainnya seperti Mesir, Kuwait dan 
Arab Saudi, Indonesia sangat ketinggalan dari segi pengelolaan wakaf. Di Mesir, Kementerian 
Perwakafan sudah dibentuk sejak tahun 1835 dan Kementerian inilah yang membawahi lembaga-
lembaga untuk urusan keagamaan. Di Kuwait, Kementerian Perwakafan yang belakangan menjadi 
Kementerian perwakafan dan Urusan-urusan Keislaman diresmikan sejak tahun 1962. Sedangkan di 
Arab Saudi, lembaganya dikenal dengan Kementerian Urusan Keislama, Perwakafan dan Dakwah. 
Lihat Nur Faizin Muhith, Dahsyatnya Wakaf: Amalan Dahsyat Banyak Manfaat, Pahala Deras 
Mengalir Tanpa Henti (Cet. I; Suarakarta: Al-Qudwah Publishing, 2013), h. 54-56. Indonesia bahkan 
kalah dari negara-negara lain yang  lebih miskin dari Indonesia seperti Bangladesh yang sudah 
memiliki Bank Wakaf atau Sudan yang telah mendirikan Bank dan Rumah Sakit Wakaf. 
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versi lain bahwa wakaf pertama dalam Islam adalah ketika Rasulullah saw. menahan 
tujuh petak perkebunan kurma yang diwasiatkan Mukhairiq setelah ia gugur dalam 
perang Uhud, kemudian beliau kelola sendiri sesuai petunjuk Allah swt.  Rasulullah 
saw. sendiri, pada tahun VII H, juga mewakafkan berpetak-petak perkebunan kurma, 
sebidang tanah, tanah yang ditinggalkan penduduknya dan tempat minum istri beliau. 
Tindakan itupun diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Thalhah, Umar bin 
Khattab, Usman bin Affan dan lain-lain.3 Pastinya, wakaf telah disyariatkan melalui 
praktik yang telah dilaksanakan pada masa Rasulullah saw dan ditegaskan dalam 
ayat-ayat Al-Qur’an.  
Ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar pelaksanaan wakaf adalah QS al-Baqarah 
(2): 267 : 
 $yγ•ƒr'¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ (#θà)ÏΡr& ⎯ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ óΟçFö;|¡Ÿ2 !$£ϑÏΒuρ $ oΨô_ t÷z r& Νä3s9 z⎯ÏiΒ ÇÚö‘ F{$# ( Ÿωuρ 
(#θßϑ£ϑu‹s? y]ŠÎ7y‚ ø9$# çμ ÷ΖÏΒ tβθà)ÏΨè? ΝçGó¡s9 uρ ÏμƒÉ‹ Ï{$t↔Î/ HωÎ) βr& (#θàÒÏϑøó è? Ïμ‹Ïù 4 (#þθßϑn= ôã$#uρ ¨β r& ©!$# ;© Í_xî î‰ŠÏϑym ∩⊄∉∠∪    
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan 
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji.4 
 
Ayat lainnya yang berkenaan dengan wakaf adalah adalah QS Ali Imran (3) :92 
sebagai berikut: 
:⎯s9 (#θä9$oΨs? § É9ø9 $# 4© ®Lym (#θà)ÏΖ è? $£ϑÏΒ šχθ™6ÏtéB 4 $ tΒuρ (#θà)ÏΖ è? ⎯ÏΒ &™ó© x« ¨βÎ* sù ©!$# ⎯Ïμ Î/ ÒΟŠÎ=tæ ∩®⊄∪  
Terjemahnya: 
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu 
nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.5 
 
                                                 
3 Lihat Nizar Abazhah, Ketika Nabi di Kota: Kisah Sehari-hari Nabi di Madinah (Cet. I; 
Jakarta: Zaman, 2010), h. 333. 
4 Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, 
Al-Qur’an dan Terjemahnya (Cet. III; Bandung: Diponegoro, 2006), h. 45. 
5 Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, 
Al-Qur’an…, h. 62. 
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Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Thalhah yang 
merupakan orang Anshar paling kaya di Madinah. Harta yang paling disukainya 
adalah Bairuha yang posisinya berhadapan dengan masjid. Rasulullah pernah masuk 
ke dalamnya dan meminum airnya. Ketika ayat tersebut turun, Abu Thalhah 
menghadap Rasulullah dan berkata, “ Harta yang paling saya sukai adalah Bairuha, 
maka saya akan menjadikannya sadaqah lillahi ta’ala. Saya mengharapkan kebaikan dan 
menyimpannya di sisi Allah swt, maka pergunakanlah wahai Rasulullah  sebagaimana 
Allah memerintahkan kepadamu. Rasulullah pun bersabda: “Beruntunglah, 
sesungguhnya itu harta yang beruntung dan saya telah mendengar perkataanmu serta 
saya berpendapat agar kamu sadaqahkan kepada para kerabat.” Kemudian Abu 
Thalhah melaksanakan sebagaimana diperintahkan Rasulullah.6  
Syariat wakaf dalam Islam sebagaimana terangkum dalam ayat-ayat Al-Qur’an 
maupun Sunnah di atas, harus dilihat  sebagai bagian dari perhatian Islam terhadap  
pranata sosial yang ada di masyarakat. Bahwasanya wakaf merupakan ibadah yang 
diarahkan untuk tujuan sosial kemasyarakatan sebagaimana dengan institusi Islam 
lainnya seperti zakat, infaq dan sadaqah. Adanya institusi-institusi tersebut menjadi 
salah satu indikator komprehensivitas hukum Islam yang tidak hanya mengatur 
hubungan vertikal manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan manusia 
dengan sesama. Manusia dalam posisinya sebagai makhluk sosial dalam Islam 
ditekankan untuk saling membantu melalui institusi-institusi sosial tersebut.  
Jika dibandingkan dengan institusi-institusi sosial lainnya di atas, karakteristik 
wakaf terletak pada pelestarian zat atau nilai harta yang diwakafkan dengan 
pemanfaatan hasil-hasilnya untuk keperluan orang-orang atau lembaga yang 
membutuhkan. Maka dibandingkan dengan zakat yang peruntukannya dibatasi pada 
golongan-golongan tertentu (asnaf al-samaniah), maka wakaf memiliki potensi yang bisa 
lebih dikembangkan karena peruntukannya tidak dibatasi. Dari sisi wakif juga tidak 
dibatasi harus dari kalangan orang kaya sebagaimana zakat. Sehingga siapa saja bisa 
menjadi wakif. Maka sudah selayaknya jika institusi wakaf diberikan perhatian khusus 
dalam rangka mengurai permasalahan-permasalahan masyarakat khususnya yang 
                                                 
6 Al-Imam malik bin Anas, Al-Muwatta’, (Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2001 M/1421 H), h. 
714-715. 
Vol. 7 No. 2, Juli  2014  Jurnal Al-‘Adl 
 
5 
terkait dengan ekonomi. Di sinilah letak pentingnya pengembangan-pengembangan 
terhadap wakaf dengan berdasar pada prinsip hukum Islam untuk mewujudkan 
kemaslahatan. 
C. Pengembangan-Pengembangan Terhadap Fikih Wakaf dalam Hukum  Perwakafan 
di Indonesia 
Meskipun wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan sejak awal 
masuknya Islam di Indonesia, namun pelaksanaannya masih bersifat tradisional dan 
disesuaikan dengan adat yang ada di masyarakat. Ketika itu belum ada aturan khusus 
yang bersifat formal yang mengatur mengenai pelaksanaan wakaf. Pada masa 
penjajahan, pemerintah Kolonial Belanda berupaya memberlakukan pengaturan 
administrasi terhadap pelaksanaan wakaf, misalnya pendataan harta benda wakaf 
serta ketentuan izin dalam pelaksanaan wakaf, namun mendapatkan resistensi dari 
masyarakat muslim karena menilai pihak Belanda tidak boleh melakukan intervensi 
terhadap pelaksanaan ajaran Islam. 
Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan 
praktik wakaf melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Agraria. Kemudian pada tahun 1977, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Setahun kemudian, tahun 1978, keluar 
Instruksi Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik. Selanjutnya pada tahun 1991, keluar Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 yang terdiri dari tiga buku, termasuk di antaranya 
adalah Buku III tentang Perwakafan. Pada waktu yang hampir bersamaan, 
Departemen Agama mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Pensertifikatan 
Tanah Wakaf.7 Terakhir adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 
2004 . 
Secara umum, pada produk-produk hukum tersebut dilakukan pengaturan 
terhadap pelaksanaan wakaf yang jika dicermati materinya merupakan 
                                                 
7 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Ed. I; Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1995), h. 488-489.  
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pengembangan terhadap aturan-aturan wakaf yang terdapat dalam fikih. 
Pengembangan-pengembangan tersebut meliputi:    
1. upaya-upaya administratif 
Upaya-upaya administratif antara lain meliputi pencatatan/pensertifikatan 
tindakan wakaf maupun sertifikasi harta wakaf seperti sertifikasi tanah wakaf. Pasal 
218 Kompilasi Hukum Islam menegaskan: 
(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan 
tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6) yang kemudian 
menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 orang saksi.8   
 
Kemudian dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan 
bahwa: 
Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat 
dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.9  
Pasal 224 KHI mengatur tentang pendaftaran benda wakaf sebagai berikut: 
Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (3) 
dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang 
bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk 
mendaftarkan perwakafan benda ynag bersangkutan guna menjaga keutuhan dan 
kelestariannya.10  
 
Selanjutnya dalam Pasal 38 PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaa  
Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa: 
1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan 
berdasarkan AIW atau APAIW. 
 
Dilanjutkan dengan Pasal 39: 
1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW 
dengan tata cara sebagai berikut: 
a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah 
wakaf atas nama Nazhir.  
b. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas 
keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat  hak milik terlebih 
dahulu, kemudian didaftarkan menajdi tanah wakaf atas nama Nazhir. 
                                                 
8 Republik Indonesia,Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
9 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
10 Republik Indonesia,Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
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c. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah 
milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir.   
d. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usahaatau hak pakai di atas tanah 
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah 
mendapatkan persetujuan pelepasan hakdari pejabat yang berwenang di 
bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir. 
e. Terhadap tanah Negara yang di atasnya berdiri bangunan mesjid, musala, 
makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir. 
f. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat 
mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan 
sertifikatnya.11 
 
Demikian aturan-aturan yang bersifat administratif khususnya mengenai 
pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sebagai salah satu wujud pengembangan 
hukum perwakafan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pada masa Nabi belum 
dikenal tradisi pencatatan dalam aktivitas tersebut, sama halnya dengan pencatatan 
nikah dan lain-lain. Jadi hal tersebut muncul belakangan karena dinilai mengandung 
nilai maslahat. 
2.  pengembangan pada jenis harta yang diwakafkan 
Selain upaya yang bersifat administratif, sisi lain dari  pengembangan hukum 
perwakafan di Indonesia adalah diperkenalkannya wakaf terhadap benda bergerak di 
samping benda tidak bergerak yang selama ini banyak dipahami sebagai satu-satunya 
jenis objek wakaf yang diperintahkan dalam Islam. Wakaf benda bergerak antara lain 
adalah wakaf uang sebagaimana dikemukakan dalam Undang-undang RI No. 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf.  
Sebelum keluarnya Undang-undang tersebut, wakaf uang sebenarnya telah 
diwacanakan di kalangan ahli hukum Islam Indonesia. Misalnya pada tahun 2002, 
MUI telah mengeluarkan fatwa yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002 mengenai 
hal tersebut. Fatwa MUI menetapkan bahwa wakaf uang, termasuk ke dalamnya 
adalah surat-surat berharga, hukumnya boleh, dengan syarat hanya boleh disalurkan 
dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i serta nilai pokok wakaf 
                                                 
11Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah  Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaa  
Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf . 
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uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau 
diwariskan.12  
Sedangkan menurut Pasal 28 Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf: 
Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga keuangan 
Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. 
Selanjutnya dalam Pasal 29 dielaborasi lebih lanjut: 
(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan 
secara tertulis 
(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang 
(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan 
disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan Nazir 
sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.13 
Sedangkan tata cara yang lebih teknis dijelaskan dalam PP No. 42 /2006. 
Menurut Pasal 22 : 
(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. 
(2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka 
harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah 
(3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: 
a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKS-PWU) 
untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; 
b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan 
c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS –PWU 
d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW. 
(4) Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) huruf 
a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya 
(5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada 
nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW 
tersebut kepada LKS-PWU.14  
 
Secara lebih teknis, alur wakaf uang menurut Badan Wakaf Indonesia adalah 
sebagai berikut: 
1. Wakif datang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang 
                                                 
12 KH. Ma’ruf Amin dkk, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 
424. 
13 Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
14 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006  
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2. Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotocopi kartu identitas diri 
yang berlaku 
3. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening 
Badan Wakaf Indonesia 
4. Wakif mengucapkan shighah wakaf dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf 
bersama dengan 2 orang saksi dan 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf (PPAIW) 
5. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) mencetak 
Sertifikat Wakaf Uang (SWU) 
6. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) memberikan Akta 
Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU).15 
 
Pelaksanaan wakaf uang dapat juga ditransfer melalui ATM ke nomor 
rekening LKS-PWU, kemudian konfirmasi ke LKS-PWU yang bersangkutan. Adapun 
LKS-PWU yang bekerja sama dengan BWI adalah sebagai berikut: 
1. Bank Syariah Mandiri 
2. BNI Syariah 
3. Bank Muamalat 
4. Bank DKI Syariah 
5. Bank Mega Syariah Indonesia 
6. Bank BTN Syariah 
7. Bank Bukopin Syariah 
8. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah 
9. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah 
10. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah 
11. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah 
12. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah16 
 
Mengenai wakaf uang memang belum ditemukan pada masa Rasulullah saw. 
Namun masalah ini telah menjadi kajian para ulama terdahulu sebagaimana dikutif 
Ahmad Rofiq. Misalnya al-Zuhri, beliau berpendapat bahwa mewakafkan dinar dan 
dirham hukumnya diperbolehkan, dengan cara menjadikan dinar dan dirham tersebut 
sebagai modal usaha kemudian disalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Demikian 
halnya pendapat dari kalangan mazhab Hanafi, wakaf uang dengan cara 
menjadikannya modal usaha berupa mudharabah atau mubadha’ah kemudian 
keuntungannya disedekahkan. Sementara di kalangan mazhab Syafi’iah, wakaf uang 
                                                 
15 Iphone.bwi.or.id 
16 Iphone.bwi.or.id 
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tidak boleh karana menurutnya, dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan 
sehingga wujudnya tidak ada lagi.17 
Ketidaksetujuan ulama Syafi’iah terhadap wakaf uang dapat dipahami karena 
pada dasarnya karakteristik wakaf adalah wujudnya harus kekal. Namun dampak 
tersebut sebenarnya dapat diantisipasi dengan mensyaratkan kelestarian nilai pokok 
wakaf (uang) tersebut. Oleh karena itu, dalam persoalan wakaf uang ini, pihak 
pengelola dituntut kehati-hatian.  
Pengembangan hukum wakaf Indonesia  yang membolehkan wakaf uang 
melalui fatwa MUI dan perundang-undangan merupakan sebuah terobosan hukum 
tersendiri di tengah-tengah mayoritas umat Islam Indonesia yang bermazhab Syafi’i. 
Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa saat ini persoalan mazhab bukan lagi hal 
yang prinsip dalam pengembangan hukum Islam yang sebelumnya hal tersebut 
terlihat kental dalam perdebatan-perdebatan generasi sebelumnya. Hal ini setidaknya 
dapat diamati pada pola berpikir generasi-generasi pemikir muslim Indonesia 
kontemporer yang datang kemudian, termasuk dalam menyikapi persoalan wakaf ini. 
3. pengembangan pada pengelolaan asset wakaf 
Salah satu karakteristik wakaf yang cukup populer selama ini adalah bahwa 
asset wakaf tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Namun dalam 
perkembangannya, aturan tersebut sulit jika harus diterapkan secara mutlak karena 
harus disesuaikan dengan kondisi harta wakaf tertentu yang terkadang jika harus 
dipertahankan keberadaannya, nilai manfaatnya justru akan berkurang. Makanya 
dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf diberikan peluang bagi 
perubahan peruntukan harta wakaf sebagaimana dalam Pasal 44 disebutkan: 
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang 
melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin 
tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta 
benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan perutukan yang 
dinyatakan dalam ikrar wakaf.18 
 
                                                 
17 Ahmad Rofiq, Fikih Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (Cet. I; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 328-329. 
18Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
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 Pasal di atas mengandung kebolehan perubahan peruntukan harta wakaf 
sepanjang melalui persyaratan dan tata cara tertentu. Perubahan peruntukan harta 
wakaf tersebut didasarkan pada kondisi yang ada dengan berpegang pada prinsip 
kemanfaatan harta wakaf tersebut.  
D. Asas Maslahat dalam Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia 
Demikian pengembangan-pengembangan dalam hukum perwakafan di 
Indonesia. Pengembangan-pengembnagan tersebut hendaknya tidak dilihat sebagai 
gagasan yang tidak memiliki dasar dalam syariat atau bertentangan dengan praktif 
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Namun hal tersebut harus dilihat secara 
substantif sebagai bagian aplikatif dari prinsip utama hukum Islam untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat. Menurut Ibnu al-Qayyim, syariat Islam dibangun 
untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni 
keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna 
(hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi 
dari seluruh persoalan hukum Islam..19 Maka untuk tujuan tersebut, hukum Islam 
dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tempat. Apalagi jika hal tersebut 
menyangkut hukum kemasyarakatan yang cukup fleksibel untuk dikembangkan 
dalam rangka terwujudnya kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam.   
Menurut Wahhab Khallaf, kebolehan maslahat, termasuk maslahat mursalah, 
sebagai hujjah syariat  antara lain karena pertama,  maslahat umat manusia selalu 
berkembang sehingga jika pembentukan hukum hanya berkisar pada maslahat yang 
diakui syariat saja maka berarti telah diabaikan beberapa kemaslahatan umat manusia 
pada berbagai zaman dan tempat. Kedua, penelusuran pelaksanaan hukum pada masa 
sahabat, tabi’in dan para mujtahid memperlihatkan upaya-upaya penetapan hukum 
untuk merealisir maslahat secara umum sebagaimana dicontohkan oleh para khalifah 
rasyidin dan para fuqaha’ setelah mereka.20 
                                                 
19Lihat Syams al-Din Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr al-Ma’ruf bi Ibn Qayyim al-
Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz III (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1993M-1414H), h. 11. 
20 Lihat Abdul wahhab Khallaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, (tt; Dar al-Rasyid, 1429 H/2008 M), h. 
75. 
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Relevansinya dengan pengembangan hukum wakaf, misalnya masalah 
pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf, pengaturan tersebut dalam rangka untuk 
melengkapi pengamalan wakaf dalam bahasan kitab-kitab fikih dengan penambahan 
yang bersifat yuridis administratif. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 
jangkauan kemaslahatan dalam pelaksanaan wakaf tersebut. Misalnya dengan disertai 
Akta Ikrar wakaf/Pengganti Akta Ikrar Wakaf, atau sertifikat tanah wakaf, dengan 
juga dilibatkannya saksi dalam ikrar atau penyerahan benda wakaf dan penunjukan 
nazir yang dilengkapi dengan rincian tugas dan tanggung jawabnya.21  
Pengembangan dari sisi administratif tersebut merupakan upaya antisipatif 
untuk menjaga harta wakaf terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak 
diinginkan di belakang hari. Sebagaimana halnya dengan pencatatan perkawinan yang 
belum dibahas dalam kitab-kitab fikih, namun karena menyadari pentingnya hal 
tersebut di tengah kondisi sekarang ini, maka ulama kontemporer bisa 
membenarkannya. Boleh jadi pada masa Rasulullah saw. pencatatan tersebut belum 
dianggap penting karena ketika itu tingkat kepercayaan umat masih sangat kokoh, 
tidak sama dengan sekarang. Oleh karena itu, pencatatan harus dilihat sebagai langkah 
positif untuk menjamin kepastian hukum atas harta wakaf demi menghindari hal-hal 
yang tidak diinginkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ditinjau dari 
sisi metodologi hukum Islam, pencatatan tersebut dapat diqiyaskan pada perintah 
pencatatan terhadap jual beli/utang piutang sebagaimana ditegaskan dalam QS al-
Baqarah (2) : 282: 
$ yγ•ƒr'¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#þθãΖ tΒ#u™ #sŒÎ) Λ ä⎢Ζtƒ#y‰ s? A⎦ø⎪ y‰ Î/ #’n<Î) 9≅y_ r& ‘ wΚ|¡•Β çνθç7çFò2$ sù 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.22  
Berdasarkan ayat di atas, aktivitas muamalah harus diantisipasi dengan 
penulisan. Maka wakaf sebagai bagian dari ibadah yang berdimensi muamalah 
                                                 
21 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Yogayakarta: Gama 
Media, 2001), h. 125. 
22 Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, 
Al-Qur’an…, h. 48. 
Vol. 7 No. 2, Juli  2014  Jurnal Al-‘Adl 
 
13 
hendaknya juga dilakukan pencatatan. Jadi, hal ini semata-mata untuk tujuan 
kemaslahatan sebagai prinsip utama hukum Islam.  
Tujuan yang sama juga dijumpai pada pengembangan wakaf dalam bentuk 
wakaf uang. Gagasan wakaf uang merupakan gagasan yang didasarkan pada kondisi 
kekinian. Bahwasanya saat ini, harta tidak lagi diidentikkan hanya dengan tanah atau 
bangunan. Bisa jadi ada orang kaya tetapi tanahnya terbatas, namun kekayaannya 
lebih banyak dalam bentuk tunai atau berupa uang. Wakaf uang juga untuk 
memperluas sasaran wakif dengan cara pemecahan jumlah nominal dari yang terkecil, 
misalnya nilai wakaf dipecah dari nilai satu juta rupiah sehingga orang yang memiliki 
uang satu juta rupiah sudah bisa berwakaf. Dengan demikian, tidak perlu menunggu 
kaya dulu atau menjadi milioner baru mau berwakaf karena dengan nilai satu juta 
rupiah saja sudah bisa berwakaf. Wakaf uang juga sebagai respon terhadap 
perkembangan sistem perbankan saat ini, termasuk perbankan syariah. Melalui 
pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf uang akan memperluas cakupan 
wakif sehingga otomatis akan meningkatkan jumlah sumber daya wakaf maka pihak-
pihak yang tersentuh kemanfaatannya juga akan semakin banyak. Uang juga bersifat 
fleksibel dari segi kemanfaatan sehingga lebih berpotensi untuk dikembangkan. Jadi 
nilai maslahat pengembangan tersebut sangat jelas. 
Demikian pula mengenai kebolehan perubahan peruntukan harta wakaf yang 
diakomodir dalam undang-undang wakaf semata-mata didasarkan pada prinsip 
kemanfaatan harta wakaf tersebut. Misalnya jika sudah tidak bisa dipertahankan pada 
kondisinya yang sebelumnya atau dalam kondisinya sekarang sudah tidak 
memungkinkan pemberian manfaat, maka harta wakaf tersebut bisa saja dijual untuk 
dibelikan atau dibangun kembali yang bisa lebih bermanfaat daripada dipertahankan 
dalam wujudnya sebelumnya. Jadi yang harus menjadi patokan utama adalah nilai 
kemanfaatan karena wakaf pada dasarnya adalah mewujudkan kemanfaatan bagi 
masyarakat yang membutuhkan. Jika seandainya harta wakaf tersebut akan lebih 
bermanfaat jika ditukarkan atau dijual untuk kemudian dibangun lagi yang lebih baik, 
maka hal itu akan lebih baik.  
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E. Penutup 
Sebagai kesimpulan, wakaf sebagai ajaran Islam bersifat multidimensi, meliputi 
dimensi ibadah dan sosial sehingga sangat strategis untuk terus dikembangkan. 
Pengembangan-pengembangan dalam hukum perwakafan di Indonesia anatara lain 
meliputi bidang administratif, jenis harta wakaf seperti wakaf uang serta aturan 
pengelolaan wakaf. Pengembangan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk kepastian 
hukum, memperluas nilai manfaat serta pelaku wakaf, jadi semata-mata didasarkan 
pada tujuan kemaslahatan.  Namun agar tujuan pengembangan tersebut dapat tepat 
sasaran, dibutuhkan koordinasi yang baik di antara pihak-pihak terkait, yakni antara 
wakif, nazhir, PPAIW serta pemerintah sebagai regulator, mediator dan fasilitator 
pelaksanaan wakaf. Tak kalah pentingnya adalah sosialisasi yang lebih luas 
transparansi pengelolaan wakaf agar agar bisa mendorong pelaksanaan wakaf yang 
lebih banyak lagi di masyarakat. 
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